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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Lembaga Perlindungan Perempuan
Mandiri (LPPM) di Kabupaten Banyuasin dalam memberikan perlindungan hukum terhadap
perempuan dari kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
metode deskriptif, yang menjadi situasi sosial dalam penelitian ini adalah Ketua LPPM dan
korban kekerasan sebagai pelaku yang diteliti, upaya dalam memberikan perlindungan hukum
adalah aktivitas yang diteliti, dan Kabupaten Banyuasin adalah tempat yang diteliti. Pengumpulan
data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis
data dapat disimpulkan bahwa ada dua upaya LPPM di Kabupaten Banyuasin dalam memberikan
perlindungan hukum terhadap perempuan dari kekerasan seksual, yang pertama adanya
sosialisasi, penyuluhan hukum, penanganan hukum, serta dukungan pemerintah daerah, yang
kedua peran kader dan bimbingan psikis.

Kata-kata kunci: Upaya LPPM, Perlindungan Perempuan.
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The Efforts of Lembaga Perlindungan Perempuan Mandiri (LPPM) in

Banyuasin District In Providing Legal Protection Of Women From Sexual Violence
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ABSTRACT

This study aims to determine the efforts of Lembaga Perlindungan Perempuan Mandiri
(LPPM) in Banyuasin District in providing legal protection against women from sexual
violence.This study uses a qualitative approach with descriptive methods, which becomes the
social situation in this study is the Chairperson of LPPM and victims of violence as investigators,
efforts to provide legal protection are the activities under study, and Banyuasin Regency is the
place under study. Data collection is done by interview, observation and documentation. Based
on the results of the data analysis, it can be concluded that there are two LPPM efforts in
Banyuasin District in providing legal protection for women, the first being socialization, legal
counseling, legal handling, and local government support, the second is the role of cadres and
psychic guidance.

Key words: LPPM efforts, Women's Protection.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Perlindungan perempuan sangat penting demi menjamin hak asasi manusia.
Perlindungan perempuan serta anak adalah upaya pencegahan dan penanganan dari
segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia serta
memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dalam penanganan
konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik.
Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2014 dalam Pasal 8, menyatakan bahwa: ‘“Perlindungan khusus sebagaimana
yang pada pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi upaya penyelamatan dan pelindungan
terhadap: a. perempuan dan anak agar tidak mengalami kekerasan; b. Pembela hak
asasi perempuan.” (Kristian, 2016:3)

Lembaga perlindungan perempuan perlu ditingkatkan Kinerjanya,
mengingat pentingnya pelindungan kehidupan perempuan. Hal ini didukung
dengan adanya teori perlindungan hukum. Menurut Fitzgerald dalam Febryka
(2016:6), perlindungan hukum bertujuan untuk mewujudkan kepentingan hukum
dalam hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum berperan penting dalam
melindungi hak tersebut. Selaras dengan Satjipto Raharjo dalam Febryka (2016:5),
yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman
terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu
diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan
oleh hukum. Sehingga, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, hal
ini dikarena pendidikan merupakan pelaksanaan pengajaran dan mendidik untuk
mengembangkan potensi agar memiliki akhlak mulia, budi pekerti dan intelektual
yang tinggi (Chotimah, 2018:2). Sedangkan Phillipus M Hanjon (1987:3)
mengungkapkan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan
pemerintah yang bersifat preventif yaitu mencegah terjadinya konflik dan resprensif

yaitu penanganan dari lembaga peradilan.



Berdasarkan tiga pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan
bahwa suatu perlindungan perempuan merupakan suatu perlindungan yang
diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum yang diatur melalui
hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Perlindungan perempuan dan anak didukung dengan adanya hasil penelitian
dari beberapa jurnal. Hasil penelitian yang pertama adalah Deny (2015:18) di Jawa
Tengah, “Peran Badan Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender di Jawa
Tengah” menyimpulkan bahwa Peran Badan Pemberdayaan Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana (BP3AKB) belum maksimal dikarenakan belum
terselenggaranya pengurus utama gender di tingkat kabupaten/kota dengan baik,
hal itu dikarenakan kabupaten/kota mengandalkan surat edaran dari bupati/walikota
dalam melakukan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan
Anggaran Responsif Gender (ARG), sehingga menimbulkan akibat tidak
menganggap isu gender menjadi isu penting yang harus dijadikan alat analisa bagi
pelaksanaan program di kabupaten atau kota

(https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/12396). Hasil penelitian

yang kedua adalah Yuliana, dkk (2015:6) di Malang, “Peran Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPPA) dalam Mendampingi
Korban Kasus Kekerasan pada Anak di Kabupaten Malang” yang menyimpulkan
bahwa peran PPTPPA sudah sesuai dengan adanya pelatihan atau konseling untuk
korban kekerasan serta kader yang peduli pada masalah perempuan dan anak.
Selain itu, PPTPPA juga melakukan pendampingan secara psikologis, penguatan
dan dukungan kepada korban serta penguatan secara spiritual agar korban menjadi
lebih baik lagi (http://mulok.library.um.ac.id/index3.php/66195.html). Hasil
penelitian yang terakhir adalah Kavid (2018:12) di Samarinda “Peran Pusat

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Odah Etam
dalam Upaya Menangani Kekerasan Anak di Kota Samarinda” menyimpulkan
bahwa peran P2TP2A merupakan salah satu pencegahan dalam tindak kekerasan,

kemudian hasil penelitian menyatakan bahwa pelayanan informasi dinilai cukup


http://mulok.library.um.ac.id/index3.php/66195.html

baik disebabkan adanya laporan kekerasan pada perempuan maupun anak serta
dengan pendampingan psikologis, medis dan hukum bagi korban kekerasan
(https://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1139).

Hasil penelitian terdahulu yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa
suatu lembaga perlindungan perempuan dan anak sangat penting demi
meminimalisir kekerasan kepada perempuan dan anak, sehingga pentingnya
dukungan dan pendampingan bagi korban kekerasan agar korban bisa menjalani
hidup yang lebih baik lagi. Lembaga perlindungan perempuan dan anak merupakan
salah satu bentuk pencegahan dengan cara pelatihan atau konseling bagi anggota
maupun korban kekerasan.

Guna meningkatkan perlindungan perempuan, maka dengan keluarnya
Surat Keputusan dari Bupati Banyuasin menyatakan bahwa seorang ibu rumah
tangga berinisial HN membentuk Lembaga Perlindungan Perempuan Mandiri
(LPPM) Kabupaten Banyuasin. LPPM merupakan Lembaga independen bersifat
mandiri, pribadi dan berdiri karena rasa kepedulian. LPPM juga merupakan
lembaga yang melindungi perempuan dan anak dari kekerasan rumah tangga,
kekerasan seksual, pengangkatan anak, bakti sosial, pendidikan serta kesejateraan
lansia.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ketua Penggalangan Dana dan
Sponsor LPPM yang berinisial M yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2019
menyatakan bahwa LPPM yang sudah berdiri sejak tahun 2014 telah menjalankan
program LPPM cukup baik. Beberapa program tersebut adalah: Badan Keluarga
Lansia (BKL) yang diadakan selama 1 bulan sekali, Jum’at Berkah yang diadakan
setiap hari jum’at dan membagikan sembako kepada keluarga kurang mampu
dengan cara bergilir ke desa se-kabupaten Banyuasin, pengangkatan anak, kejar
paket bagi anak yang putus sekolah, kekerasan seksual, serta bakti sosial. Uniknya,
semua anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program LPPM ini
didapatkan melalui sumbangan antar anggota dan anggota merupakan relawan yang
memiliki rasa kemanusiaan.

Studi pendahuluan yang kedua dilakukan peneliti dengan wawancara

kepada Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan Mandiri (LPPM) berinisial HN



pada tanggal 19 September 2019 yang menyatakan bahwa penanganan atas tindak
kekerasan yang diterima oleh korban dapat dilakukan LPPM dengan adanya
pengaduan dari korban, kemudian LPPM memulai tindakan dengan melakukan
pendampingan pada korban kekerasan. Setelah melakukan pendampingan, tahap
selanjutnya dilakukan penanganan langsung dengan melakukan visum dan psikis
dari korban untuk menghilangkan rasa trauma dari korban kekerasan seksual.

Lembaga Perlindungan Perempuan Mandiri (LPPM) Banyuasin sering
mengadakan pelatihan bagi para anggotanya, semua itu dilakukan guna menambah
pengetahuan para anggota dalam menghadapi permasalahan yang ada pada
masyarakat. LPPM telah mendapat apresiasi serta bantuan melalui Bupati
Banyuasin, Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
Kabupaten Banyuasin serta Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Banyuasin.

Permasalahan gender di Indonesia adalah masalah kompleks karena dapat
dilihat dari berbagai segi. Sehingga untuk menghilangkan diskriminasi berkenaan
dengan gender tersebut, maka dibutuhkan kesetaraan gender (gender eguality) atau
pandangan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kesempatan yang
sama dalam segala bidang. Kesetaraan gender artinya negara memberikan
kesempatan dan hak yang sama antara perempuan dan laki, sebab berurusan dengan
HAM yang dapat menyebabkan diskriminasi terhadap wanita, sehingga pada tahun
1981, Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Wanita ( Convention
on the Elimination of Diskrimination Against Women disingkat CEDAW),
mengakui tentang kesetaraan gender. (Gultom 2014:73).

Berikut data kekerasan seksual pada perempuan dan anak sepanjang tahun
berdirinya Lembaga Perlindungan Perempuan Mandiri (LPPM) di Kabupaten
Banyuasin.

Tabel 1.1 Data Kekerasan Seksual

No. Tahun Kasus Jumlah (orang)
1 2018 Kekerasan seksual 62
2 2019 Kekerasan seksual 7

Sumber : Data sekunder LPPM, Tahun 2019.



Permasalahan yang berkaitan tentang perlindungan perempuan ini yang
memperkuat terbentuknya LPPM di Kabupaten Banyuasin karena LPPM ini
berfokus terhadap perlindungan perempuan di Kabupaten Banyuasin. Sehingga
bagi peneliti, masalah ini merupakan suatu hal yang perlu diteliti untuk mengetahui
upaya Lembaga Perlindungan Perempuan Mandiri (LPPM) di lapangan atau
kegiatan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap perempuan, maka
penulis akan melakukan penelitian dengan judul Upaya Lembaga Perlindungan
Perempuan Mandiri (LPPM) di Kabupaten Banyuasin dalam Memberikan
Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual.

Kaitan permasalahan yang diambil peneliti dengan mata pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yaitu berkaitan dengan warga
negara yang memiliki hak asasi manusia serta perlindungan hukum yang terdapat
pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merasa penting untuk melakukan
penelitian ini dikarenakan perlindungan hak asasi manusia merupakan hal penting
yang pada umumnya dipelajari dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
(PPKn) di jenjang pendidikan SMP maupun SMA.

1.2 Rumusan masalah
Apa Upaya Lembaga Perlindungan Perempuan Mandiri (LPPM) di
Kabupaten Banyuasin dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap

Perempuan dari Kekerasan Seksual?

1.3 Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui Upaya Lembaga Perlindungan Perempuan Mandiri
(LPPM) di Kabupaten Banyuasin dalam Memberikan Perlindungan Hukum

terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual.

1.4  Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengayoman terhadap hak

asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu



diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang

diberikan oleh hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi LPPM
Diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan Upaya Lembaga
Perlindungan Perempuan Mandiri (LPPM) di Kabupaten Banyuasin dalam
Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dari Kekerasan
Seksual.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat
Diharapkan penelitian ini mampu membuat masyarakat terdorong ikut serta

dalam perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual.

1.4.2.3 Bagi Peneliti
Diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan kesadaran dalam

perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual.
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